BAB I

TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM

A. Prinsip-Prinsip Transaksi Muamalah
Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan
dan perundang-undangan. Ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak boleh
melampaui apa yang telah disyari’atkan, sedangkan Muamalah asal pokoknya
adalah merealisasikan kemaslahatan- kemaslahatan dalam pencarian dan
kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhkan perbuatan
haram.'
Dalam istilah teknis hukum Islam, figh muamalah diartikan sebagai
bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan antar
manusia. Jadi, figh muamalah dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam.
Namun figh muamalah sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang
lingkupnya dari pada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya,
Dalam hukum perdata Islam (figh muamalah) tidak tercakup hukum keluarga.

Dalam hukum Islam hukum keluarga merupakan cabang hukum tersendiri yang

berada di luar figh muamalah. Figh muamalah hanya meliputi hukum benda

! Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Muhammad Abdul Karim, A/-Nizam al-Iqtisa difi
al-Islam Mabadiuhu wa Ahdafuhu, Terj. Imam Saefudin, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, h.
182-183
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(nazariyyat al-amwal wa milkiyyah) dan hukum perikatan (nazariyyat al-
iltizam).?

Akad adalah pertalian jjab (pernyataan melakukan ikatan) dan gabu/
(pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh
pada obyek perikatan.

Pencantuman kalimat "sesuai dengan kehendak syari'at" maksudnya
adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak
dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Sedangkan
pencantuman kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" maksudnya adalah
terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain. *

Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan
syarat-syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama’ figh dalam
menentukan rukun suatu akad.

Jumhur ulama’ figh mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari :

1. Peryataan untuk mengikatkan diri (shighat al-‘aqd)
2. pihak-pihak yang berakad (al-muta’aqidain)
3. Obyek akad (a/-ma’qud ‘alaih)

Sedangkan menurut ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad

hanya satu, yaitu shighat al-aqd (ijab qabul), sedangkan pihak-pihak yang

berakad dan obyek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi

? Yusdani, Transaksi (akad) dalam perspektif hukum Islam, dalam jurnal Millah, Vol. 2. h. 72
* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 97
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termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang di katakan rukun
adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak
yang berakad dan obyek akad berada di luar esensi akad.*
Para ulama’ figh menerapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi
oleh suatu akad. Di samping itu akad juga memiliki syarat-syarat khusus.
Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah :
1. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum
(mukallaf).
2. Obyek akad itu diakui oleh syara’
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara’ (al-Qur'an dan hadits)
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan
akad itu.
5. Akad itu bermanfaat bagi para pihak yang berakad.
6. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
7. Tjab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang
menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’.’
Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dalam kitab undang-undang

hukum perdata (BW) adalah sebagai berikut.®

* Ibid., h. 99
5 Ibid., h. 101-104
¢ Subekti, danR. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 339
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. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Kecakapan untuk membuat suatu perilaku

. Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal

Dari penjelasan syarat-syarat akad tersebut, dapat disimpulkan bahwa

- prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi sahnya suatu akad (transaksi) adalah

sebagai berikut :

1.

2.

Dilaksanakan dengan rela sama rela (sepakat)
Obyek bendanya suci dan halal
Tidak ada unsur penipuan atau merugikan orang lain

Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara’.

. Pengertian dan Dasar Hukum Hutang Piutan

Secara etimologi, hutang piutang adalah qaradh yang mempunyai makna

al-Qath'u, yaitu potongan. Harta yang dibayarkan kepada mugqtaridh (orang yang

diajak agad qaradh) dinamakan qaradh, karena merupakan potongan dari harta

mugridh (orang yang membayar).

Sedangkan menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama

Hanafiyah sebagai berikut :

7 Rachmad Syafi'e, Figih Muamalah, h. 151-152
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Artinya: "Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (vang memiliki
perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya"

«L»S;:J;;-'Y&.»JL»C» i 3;5:,;,.4.—’-;;“”.1.&

Artinya: "Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain
supaya membayar harta yang sama kepadanya"

Dari definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang
dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang
dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Pengertian "sesuatu" dari definisi yang diungkapkan di atas, tentunya
mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam
bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaiannya.

Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian
pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum
perdata.®

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang

tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika

% Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, h. 136
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kebutuhan telah mendesak, padahal harta yang telah dimilikinya tidak
mencukupi, maka seseorang terpaksa berhutang kepada orang lain.

Oleh karena itu, hutang piutang merupakan hal yang kadang-kadang
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ia memberikan peraturan-
peraturan tentang masalah ini. Islam menganjurkan kepada orang yang mampu
agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan
bantuan. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai
nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT.?

Dengan menitik beratkan kepada memberi pertolongan itu dapat
difahamkan bahwa hutang piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan
bersifat memberatkan pihak yang berhutang bahkan berkecenderungan untuk
memberi kelonggaran apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu.

Dari beberapa uraian di atas, dapat penulis kemukakan tentang dasar

hukum piutang adalah sebagai berikut :
ofgally S e 10 U 5aN T B 1 S0

Artinya: "Dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan taqwa dan jangan
to]og)g menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (Al-Maidah
:2)

° Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, h. 35
1 Departemen Agama, Al-Qur'an & Terjemah, h. 157
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Selain dalam surat al-Maidah, dalam surat al-Baqarah ayat 282 juga

dijelaskan tentang hutang piutang.
}»Uo : $. 2 . £ < or ckz/‘f s . .’ /‘“//
cj‘{\ﬁ P &)>-\ Jg 93.)4/ r.:._a,‘.l.: bl/ ‘)«A‘; U'J':AM L@._g“.‘g

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menulisnya"(Al-Baqgarah : 282).ll

Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadits beliau yang

diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

Gt 06 e b e B U G J6 B D (2 BA 1R
uﬁj*ﬂw‘wuﬁwbﬁw:&“mﬂbw‘ufuﬂfﬁwuﬁw
S5 G o s A a8 Ul s LB s e

Gols s ol gy i OS5

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa
menghilangkan satu macam kesusahan dunia kepada sesama muslim,
maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan di hari kiamat. Dan
barang siapa mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka
Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan
menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya"
(HR. Abu Daud)*?

Dari beberapa dalil di atas, dapat diketahui bahwa dianjurkan kepada

seorang muslim untuk saling tolong menolong, diantaranya adalah dengan

" Ibid, h. 70
12 Abu Daud, Sunan Abu Daud, h. 584
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memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan agar dapat keluar dari

segala kesusahan dan masalah yang dihadapinya.

C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang
Hutang piutang akan terlaksana apabila rukun dan syaratnya telah
terpenuhi. Adapun rukun hutang piutang adalah :

1. Orang yang memberi hutang

2. Orang yang berhutang

3. Barang yang dihutangkan

4. Sighat ijab dan gabul.

Untuk sahnya perjanjian hutang piutang, maka harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : '*

1. Orang yang melakukan kegiatan hutang piutang harus mempunyai kecakapan
untuk melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan cakap
melakukan perbuatan hukum adalah dewasa dan berakal schat.

2. Barang yang dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai
persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya barang yang
dihutangkan.

3. Barang tersebut dapat dimiliki

4. Barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.

B Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, h. 137
4 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, h. 38-39
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5. barang tersebut telah ada pada waktu perjanjian tersebut dilaksanakan.

Karena hutang piutang itu dilakukan adanya suatu kebutuhan yang
mendesak, sudah barang tentu barang yang dijadikan obyek hutang adalah
barang yang dapat dimanfaatkan dan setelah dipergunakan, barang itu habis,
maka pengembaliannya bukan barang yang telah diterimanya dahulu, tetapi
dengan benda lain yang semisal.

Di samping adanya syarat dan rukun hutang piutang. Juga terdapat
ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah hutang piutang,
yaitu :

1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan atau
membayarnya kepada orang yang memberi pinjaman pada waktu yang telah
ditentukan dengan barang yang seharga.

2. Orang yang menghutangkan dianjurkan untuk memberi tempo kepada orang
yang berhutang.

3. Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah mereka sepakati dalam
perjanjian.

4. Dilarang kepada orang yang memberi pinjaman mengambil keuntungan

dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat yang lain.
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D. Riba
Secara etimologi, riba berarti Ziyadah (tambahan). Sedangkan menurut
terminologi, ulama figh mendefinisikan sebagai berikut :'°

a. Ulama’ Hanabilah

e -, R
c o gasn slisl b 53
Attinya : “Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”

b. Ulama Hanafiyah

- - 2 -
Il JU e e Sl I

Artinya : ‘tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan
harta”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian
riba secara literal adalah bertambah, berkembang dan tumbuh, Akan tetapi,
tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Dalam
syari’ah agama Islam, riba secara teknis mengacu kepada pembayaran premi
yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping

pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perjanjian batas jatuh

tempo. 16

'3 Rachmad Syafe’i, Figh Muamalah, h. 259-260
16 Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, h. 22
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Fuqaha’ sepakat menyatakan babwa muamalah dengan cara riba
hukumnya adalah haram. Pe‘ngharaman riba dapat kita ketahui dalam al-
Qur'an yang terdapat dalam empat ayat, salah satunya turun di Makkah dan
tiga ayat lainnya turun di Madinah.'?

Ayat pertama :

wswf,u;wusd\};f ; ,’J \ L;’J

“Dan suatu riba (kelebihan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah” (QS. Ar-Rum :
39),18 o

Perhatian ayat ini tidak langsung pada hukum haram, hanya
mengisyaratkan bahwa riba bukanlah sesuatu yang baik.

Ayat kedua :

z

o So - H rnﬁo £, so. A‘ 2 .0 E.
r@“’u’z’ / ijuuwuwysr@mjw\w ,h‘,_f:x,;ij
() G das

Artinya : “dan disebabkan mercka memakan riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan
harta orang dengan jalan yang batil. Kamij telah menyedlakan unt uk
orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. ”(QS.
Al-Nisa": 161) **

7" Abdul Majid, Riba dan Bunga Bank, Dalam Jurnal Teras Pesantren, Edisi II, h. 26-27
18 Departemen Agama RI, Al-Qur'an & Terjemah, h. 647
® Ibid., h. 150
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Ayat ini juga tidak mengharamkan riba, hanya untuk membimbing
dan mengarahkan kesiapan jiwa menerima diharamkannya riba. Dan Allah

akan mengutuk dengan keras praktek riba.

Ayat ketiga :
’. 2 ’.! ° 4 o2 tf s0, P M L&
SPEE PR ARTURPf 2isan Bl 0 isT d \y\;d,\nwu

(Y

Attinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allab supaya
kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Al-Imran : 130y

Ayat ini tidak mengharamkan riba secara keseluruhan tapi hanya
sebatas pada riba yang berlipat ganda. Sehingga bagi sebagian orang mengira
riba yang diharamkan adalah r7ba yang berlipat ganda dan menduga ayat ini
sebagai tahapan akhir untuk bisa disimpulkan r7ba yang diharamkan adalah
riba yang berlipat ganda.

Ayat keempat ini dengan tegas menjelaskan hukum pasti

diharamkannya riba secara mutlak

;
(YVA) uuj.ar.«f \ib \wwus)ﬁ)wnﬂuy\;wﬁk@g

I

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum d1pwzgut) Jika kamu orang-orang
yang beriman. ”(QS. Al-Bagarah : 278)>'

20 Ibid., h. 90
2! Ibid., hal. 69
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Akan tetapi pada ayat 275 ditegaskan bahwa riba berbeda dengan

perniagaan (jual-beli). Ayat tersebut berbunyi :
& Px- P /D/a " @ . £
LMo el =Ty

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Rasulullah SAW juga mengutuk dengan menggunakan kata-kata yang
sangat jelas, bukan saja mereka yang mengambil ribs, tetapi juga mereka
yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para
saksinya.

Pernyataasn ini terdapat dalam hadits berikut :
e 2 ’/’/r o,/&, G - )« "oJ/ f/,,:.‘OIA‘l -, -, PR
LA)‘JJ\VL}@&‘&AN J)‘”JCI’J c‘_jbw&‘g»b_)j\z-y

* s T or s, - PR T 0 8.
(V'LM o) 9,) 9‘}:» ;,J: JBJ cadall 4 2.3\5) :\155;_5
“Dari Jabir ra. Berkata rasulullah SAW melaknat para pemakan riba, pemberi

makan denganriba, penulisnya dan saksinya, seraya bersabda : mereka
sekalian sama” (HR. Muslim).?

Para ulama figh membagi riba kepada dua macam, yaitu riba nasi’ah
dan riba fadhal.

Riba Nasiah adalah tambahan yang terjadi dalam utang piutang
berjangka waktu sebagai imbangan jangka waktu tersebut. Sedangkan riba

fadhal adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan-

22 Al-Hafizh Zaki al-Din Abd. Al-Azhim al-Mundziri, Mukhashir Shahhih Muslim, Ter;j.
Singithi Djamaluddin dan HM. Mukhtar Zoerni, Ringkasan Shahih Muslim, h. 501
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bahan makanan pokok dengan jenisnya. Riba nasi’ah sering disebut juga
dengan nama riba jahiliyah, karena biasa dilakukan orang pada zaman
jahiliyah dan sering juga disebut dengan r7iba al-qardh, karena terjadi dalam
utang piutang. Riba fadhal sering disebut juga dengan riba al-Buyu’, karena
ribaini sering terjadi dalam transaksi jual beli.”?

Pada dasarnya, segala bentuk riba (baik riba nasi’ah maupun riba
fadhal) itu diharamkan oleh syara’. Dan diharamkannya r7ba dalam ekonomi
Islam, karena merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang
diperoleh bukan dari pekerjaan yang produktif. Namun, keuntungan itu hanya
untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini
diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang
sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan riba.

Di samping alasan diharamkannya riba tersebut atas, bentuk
pengharaman riba karena:

(1) Mencegah kebaikan dan meniadakan pengharaman orang-orang yang
memiliki kebut uhan terhadap orang lain,

(2) Ribamemutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha,

(3) Riba menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan

menghilangkan sumber daya manusia.

23 Ahmad Azhar, Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, h. 27
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(4) Ribamcnjadi scbab terpilihnya masyarakat ke dalam dua kelas.”
Olch karena itu, riba bertentangan dengan penckanan dan penegasan

Islam pada keadilan sosio-ekonomi.

% Murtadha Muthahhari, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, h. 14-16





